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KATA 
PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, 
atas berkah dan rahmat-Nya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi 

Jawa Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 
2021. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden 
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah 
untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini menyajikan informasi kinerja atas 
pencapaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja yang telah 
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya 
Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Laporan Kinerja Tahun 2021 memiliki 
makna khusus karena merepresentasikan hasil kinerja di tengah 
pandemi Covid-19. Adaptasi memang tidak mudah untuk dijalani, 
namun dengan cara pandang bahwa kondisi pandemi Covid-19 
merupakan tantangan yang harus dihadapi sebagai pengalaman 
berharga yang mendewasakan, maka segala upaya dilakukan agar 
target kinerja tercapai. 

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah pada tahun 
2021 menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator 
kinerja kegiatan. Kondisi pandemi Covid-19 telah mendorong 
dilakukannya upaya-upaya kreatif daan adaptif, demikian pula dengan 
adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 
serta pemulihan ekonomi nasional, menambah pengalaman dan 
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pendewasaan untuk menjadi organisasi yang responsif terhadap perubahan. Puji syukur ke 
hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan semangat dan upaya tersebut maka Balai 
Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah berhasil merealisasikan target kinerja yang 
ditetapkan. 

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang 
dihasilkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Semoga 
dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, 
perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan, serta peningkatan kinerja di tahun 
mendatang. 

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
terselesaikannya Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah pada 
tahun 2021.

					      Klaten,  30  Januari 2022
					     Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
					     Provinsi Jawa Tengah

					     Sukronedi, S.Si, M.A
					     NIP. 196812291995121001
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IKHTISAR
EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2021 menyajikan informasi tingkat pencapaian kinerja pada 

tahun 2021 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 3 
(tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tertuang dalam 
Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya 
Provinsi Jawa Tengah dengan Direktur Jenderal Kebudayaan.

Kondisi pandemi Covid-19 telah mendorong dilakukannya upaya-
upaya yang adaptif dan kreatif, demikian pula dengan adanya revisi 
anggaran/refocusing untuk penanganan pandemi covid-19 dan 
pemulihan ekonomi nasional (PEN), menambah pengalaman dan 
pendewasaan untuk menjadi organisasi yang responsif terhadap 
perubahan.

Secara umum target yang ditetapkan dapat tercapai dan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat ketercapaian dan 
ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. 
Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pelestarian Cagar 
Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

IKK.1. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 
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Tren capaian realisasi per tahun IKK 1. Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan

IKK 2. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB 
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IKK 3. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94

Tren capaian realisasi per tahun IKK 2. Rata-rata predikat SAKIP Satker
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Ringkasan Capain IKK 

Tren capaian realisasi per tahun IKK 3. Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan 
RKA-K/L Satker Minimal 94
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Kinerja Keuangan

Beberapa kendala spesifik yang dihadapi dalam upaya pencapaian target :
1.	 Apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya turun dengan indikasi menurunnya 

kunjungan masyarakat ke lokasi Cagar Budaya dan berdampak tidak tercapainya target 
pendapatan PNBP, serta menyebabkan terhambatnya realisasi beberapa kegiatan yang 
bersumber dari PNBP; 

2.	 Adanya pandemi covid-19 berdampak langsung pada instansi Balai Pelestarian Cagar 
Budaya Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

a)	 Banyak SDM yang terinfeksi covid-19, sehingga pegawai yang memiliki kontak 
erat harus melakukan isolasi mandiri/karantina selama 14 (empat belas) hari, 
sehingga pekerjaan yang diampu oleh SDM tersebut belum dapat dilaksanakan 
secara tepat waktu.

b)	 Seiring meledaknya kasus covid-19 varian Delta, Pemerintah menerapkan PPKM 
darurat Jawa-Bali. Kebijakan tersebut berimbas pada kegiatan kantor terutama 
yang berkaitan dengan perjalanan dinas luar kota yang terpaksa harus ditunda 
pelaksanaannya sampai daerah-daerah tersebut dinyatakan aman.

c)	 Mayoritas pelaksanaan kegiatan menumpuk diakhir tahun anggaran pasca 
dilonggarkannya kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali.

3.	 Adanya bencana alam yang terjadi di kabupaten/kota di Jawa Tengah terutama yang 
terletak di wilayah pantai utara Jawa. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan-kegiatan 
yang ada di wilayah terdampak bencana harus ditunda pelaksanaannya. 

4.	 Adanya kebijakan dari Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa terkait susunan 
Kelompok Kerja Pemilihan yang mewajibkan personel Fungsional Pengelola Pengadaan 
Barang dan Jasa minimal 2 (orang) per paket pada masing-masing Satuan Kerja 
(Satker). Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah saat ini tidak memiliki 
formasi fungsional tersebut sehingga harus meminjam ke Satker lain yang memiliki 
SDM fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

5.	 Terbitnya peraturan terbaru tentang penyusunan Indikator Kinerja Individu (SKP Pegawai) 
berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 
dan PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai 
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Negeri Sipil di Lingkungan Kemendikbudristek. Penyusunan SKP pegawai berdasarkan 
PP tersebut masih manual karena aplikasi belum tersedia, selain itu sosialisasi dari Biro 
SDM belum maksimal.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul :
1.	 Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan ketercapaian 

kinerja dan anggaran;
2.	 Pelaksanaan kegiatan yang responsif dan adaptif terhadap kondisi pandemi Covid-19, 

yaitu :
a)	 Pembentukan Satgas Covid-19 internal Balai Pelestarian Cagar BudayaProvinsi 

Jawa Tengah;
b)	 Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Satgas Covid daerah setempat 

terkait status pelaksanaan kegiatan pada masa PPKM darurat;
c)	 Turut berperan aktif untuk koordinasi dengan satgas dan dinas kesehatan setempat 

terkait program vaksinasi untuk pegawai;
d)	 melaksanakan upaya 3T (tracing, testing, dan treatment);
e)	 Penjadwalan dan pengelolaan mobilisasi SDM secara WFO (Work From Office) dan 

WFH (Work From Home) yang efektif dan efisien sesuai aturan yang berlaku
f)	 Pemanfaatan media digital untuk pelaksanaan beberapa kegiatan internal kantor 

dan pelayanan kepada penerima manfaat dari semula tatap muka menjadi daring;
g)	 Melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan.

3.	 Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Satker lain terkait peminjaman 
personel Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa untuk bergabung dalam 
tim Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

4.	 Mempertahankan kesinambungan internalisasi dan apresiasi masyarakat terhadap 
cagar budaya, nilai penting, dan pelestariannya dengan metode penyebarluasan 
informasi secara daring melalui media sosial dan memantau respon yang diperoleh.

5.	 Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan penyusunan Indikator Kinerja Individu 
(SKP Pegawai) terbaru berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian 
Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem 
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil kepada seluruh pegawai Balai Pelestarian 
Cagar BudayaProvinsi Jawa Tengah;
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PENDAHULUAN
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A. GAMBARAN UMUM
1. Sejarah singkat Balai Pelestarian Cagar Budaya
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2. Infografis Pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah
Kategori : Jumlah PNS dan Golongan;  

	     Tingkat Pendidikan

	     Jumlah Non PNS dan Jabatan
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3. Mandat Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
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B. DASAR HUKUM

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai peraturan Permendikbud Nomor 26 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Unit 
Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Balai Pelestarian 
Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi dan fungsi sebagai berikut :
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D. ISU-ISU STRATEGIS PERMASALAHAN

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman 
cagar budaya. Namun demikian, pada sisi yang lain terdapat sejumlah masalah yang dihadapi 
dalam pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman cagar budaya tersebut. Berikut ini kondisi 
umum dan permasalahan mendasar berkaitan dengan cagar budaya di Provinsi Jawa Tengah.

1. Kondisi Umum
a)   Jumlah Cagar Budaya dan objek yang patut diduga sebagai Cagar Budaya sampai 

dengan 31 Desember 2021, yaitu 13.277 (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) 
Cagar Budaya;

b)  Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan, yaitu 315 (tiga ratus lima belas) Cagar 
Budaya;

c)    Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan Tenaga Ahli Cagar Budaya, yaitu 22 
(dua puluh dua) dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan 
1 (satu) Tenaga Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;

d)   Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar 
Budaya, yaitu 18 (delapan belas) dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Tengah;

e)    Jumlah rata-rata temuan Cagar Budaya (data tahun 2020-2021), yaitu 40 (empat 
puluh) per tahun;

f)    Jumlah rata-rata permintaan asistensi bantuan teknis pengelolaan dan pelestarian  
Cagar Budaya (data tahun 2020-2021), 40 (empat puluh) per tahun;

g)   Jumlah rata-rata kasus pelanggaran terhadap Cagar Budaya (data tahun 2020-2021), 
yaitu 5 (lima) per tahun;

h)   Jumlah komunitas pecinta dan pelestari Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah sampai 
dengan 31 Desember 2021, yaitu 28 (dua puluh delapan) komunitas.

 
2. Permasalahan

a) Adanya pandemi Covid-19 berdampak langsung pada instansi Balai  Pelestarian Cagar 
Budaya  Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1)	 Banyak SDM yang terinfeksi Covid-19, sehingga pegawai yang memiliki kontak 
erat harus melakukan isolasi mandiri/karantina selama 14 (empat belas) hari, 
sehingga pekerjaan yang diampu oleh sdm tersebut belum dapat dilaksanakan 
secara tepat waktu.

2)	 Seiring meledaknya kasus Covid-19 varian Delta, Pemerintah menerapkan PPKM 
darurat Jawa-Bali. Kebijakan tersebut berimbas pada kegiatan kantor terutama 
yang berkaitan dengan perjalanan dinas luar kota yang terpaksa harus ditunda 
pelaksanaannya sampai daerah-daerah tersebut dinyatakan aman.

3)	 Mayoritas pelaksanaan kegiatan menumpuk diakhir tahun anggaran pasca 
dilonggarkannya kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali.

4)	 Apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya menurun.
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b) Jumlah, kapasitas, dan kompetensi SDM belum seimbang dengan luasnya wilayah 
kerja, pekerjaan pelestarian yang spesifik, permintaan pelayanan, dan perkembangan 
teknologi informasi;

c)  Potensi bencana alam yang sering terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
d) Respon terhadap perubahan peraturan perundang-undangan di berbagai bidang 

belum optimal.
e) Keterbatasan sumber daya Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, kewajiban, 

dan kewenangannya di bidang kebudayaan, khususnya pengelolaan dan pelestarian 
cagar budaya;

f) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan 
dan pelestarian cagar budaya yang seimbang antara aspek akademis, ekologis, 
ekonomis sering menimbulkan konflik kepentingan;

g) Pemanfaatan aplikasi layanan terpadu belum dimanfaatkan secara optimal oleh 
masyarakat.



BAB II.
PERENCANAAN 
KINERJA
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A. VISI DAN MISI BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
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B. TUJUAN STRATEGIS

Perumusan tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah mengacu dari Sasaran 
Program Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu :
1.	 Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
2.	 Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas.

Dengan mengacu pada sasaran program yang telah ditetapkan oleh Ditjen Kebudayaan, maka 
tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa 
Tengah yaitu:
1.	 Peningkatan pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
2.	 Peningkatan tata kelola Balai Pelestarian Cagar BudayaProvinsi Jawa Tengah;

C. PENTAHAPAN PENCAPAIAN TARGET RENSTRA 
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI 
JAWA TENGAH 2020-2024

D. PERJANJIAN KINERJA 2021 KEPALA BALAI 
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI  JAWA TENGAH 
DENGAN DIRJEN KEBUDAYAAN

Selaras dengan rencana strategis serta untuk mendukung ketercapaian tujuan strategis Balai 
Pelestarian Cagar BudayaProvinsi Jawa Tengah, perjanjian kinerja tahun 2021 telah ditetapkan 
sebagai berikut :
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Perjanjian kinerja awal

Alokasi dana perjanjian kinerja awal

Perjanjian kinerja akhir
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Alokasi dana perjanjian kinerja akhir



BAB III.
AKUNTABILITAS
KINERJA
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2021, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah me-
netapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut 
informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2021.

Pada tahun 2021 target meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme 
BLU adalah 160 (seratus enam puluh) cagar budaya. Ketercapaian sasaran kegiatan tersebut 
didukung melalui capaian indikator kinerja jumlah cagar budaya yang dilestarikan. Pada tahun 
2021 diperoleh capaian melebihi target, yaitu 191 (seratus sembilan puluh satu) cagar budaya. 
Jumlah melebihi target, yaitu 31 (tiga puluh satu) cagar budaya dicapai melalui rincian output 
cagar budaya yang dilestarikan pada sub komponen sebagai berikut :

1.	 Cagar budaya yang dilindungi, sejumlah penanganan laporan penemuan cagar budaya 
penyelamatan cagar budaya, sejumlah 36 (tiga puluh enam) cagar budaya;

2.	 Penilaian kompensasi temuan cagar budaya tahun 2021, sejumlah 3 (tiga) cagar budaya;
3.	 Dukungan teknis penilaian pemanfaatan cagar budaya kepada pemda/masyarakat, 

sejumlah 3 (tiga) cagar budaya.

IKK 1. Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan 
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) jumlah cagar budaya yang dilestarikan  di Balai Pelestarian 
Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah 2021, yaitu sebagai berikut :
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Grafik target dan realisasi kinerja tahun 2021

Grafik tren capaian kinerja periode renstra 2020-2024



21Laporan Kinerja 2021

Manfaat/outcome indikator kinerja kegiatan jumlah cagar budaya yang dilestarikan, yaitu :
Masyarakat dapat mengunjungi lokasi cagar budaya, pemanfaatan cagar budaya di luar 
tujuan kepariwisataan, dan lokasi cagar budaya yang dimanfaatkan sebagai objek wisata yang 
mendapatkan pemasukkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun demikian, selama 
pandemi ini (tahun 2020 dan 2021) terjadi penurunan jumlah pengunjung dikarenakan adanya 
kebijakan pemerintah terkait PPKM Darurat Jawa-Bali yang diikuti dengan penutupan lokasi 
objek wisata cagar budaya sebagai antisipasi penyebaran Covid-19. 

Berikut tren jumlah pengunjung cagar budaya sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut :
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Grafik jumlah dan jenis pemanfaatan Cagar Budaya diluar tujuan kepariwisataan
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Grafik jumlah cagar budaya yang dikelola dengan jumlah cagar budaya yang intens 
dimanfaatkan oleh masyarakat.
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Grafik lokasi kawasan/situs cagar budaya yang sudah dimanfaatkan sebagai objek wisata dan 
menghasilkan PNBP

•	 Candi Sukuh

•	 Candi Cetho
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•	 Kawasan Candi Dieng

•	 Candi Sojiwan •	 Candi Plaosan

•	 Candi Gedongsongo
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Berikut hasil pencapaian kegiatan yang sudah dilaksanakan Balai Pelestarian Cagar 
Budaya Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021 :

Upaya untuk mendukung tingkat capaian indikator kinerja kegiatan jumlah cagar 
budaya yang dilestarikan selama tahun 2021 antara lain:
1.	 Perjanjian Kinerja disosialisasikan melalui tatap muka dan media publikasi daring, 

sehingga pegawai mengetahui dan memahami target kinerja yang harus dicapai;
2.	 Pimpinan melakukan rapat monitoring dan evaluasi berkala terhadap ketercapaian 

kinerja dan anggaran;
3.	 Selalu berkoordinasi dengan Unit Eselon I Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait adanya refocusing 
anggaran dan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan target perjanjian kinerja 
Balai Pelestarian Cagar BudayaProvinsi Jawa Tengah;

4.	 Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat 
terkait dengan dukungan teknis pelestarian cagar budaya selama masa pandemi 
covid-19 dengan melakukan penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan secara 
daring/zoom meeting;

5.	 Pelaksanaan kegiatan di lapangan selama masa pandemi covid-19 tetap mengacu 
pada peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, berkoordinasi dengan 
Satuan Tugas Covid-19 di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah, dan selalu mematuhi 
protokol kesehatan secara ketat;

6.	 Penerapan sistem WFH dan WFO secara efektif dan efisien selama masa pandemi 
covid-19.
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Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target 
Permasalahan yang terkait langsung dengan upaya pencapaian target kinerja tahun 2021 
terdiri atas :
1.	 Apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya turun dengan indikasi kunjungan 

masyarakat ke lokasi cagar budaya menurun dan berdampak tidak tercapainya target 
pendapatan PNBP, sehingga beberapa kegiatan yang bersumber dari PNBP juga 
terhambat dan tidak terlaksana; 

2.	 Adanya pandemi Covid-19 berdampak langsung pada instansi Balai Pelestarian Cagar 
Budaya  provinsi jawa tengah, antara lain :

a) Banyak SDM yang terinfeksi Covid-19, sehingga pegawai yang memiliki kontak 
erat harus melakukan isolasi mandiri/karantina selama 14 (empat belas) hari, 
sehingga pekerjaan yang diampu oleh SDM tersebut belum dapat dilaksanakan 
secara tepat waktu.

b) Seiring meledaknya kasus Covid-19 varian Delta, Pemerintah menerapkan PPKM 
darurat Jawa-Bali. Kebijakan tersebut berimbas pada kegiatan kantor terutama 
yang berkaitan dengan perjalanan dinas luar kota yang terpaksa harus ditunda 
pelaksanaannya sampai daerah-daerah tersebut dinyatakan aman.

c) Mayoritas pelaksanaan kegiatan menumpuk diakhir tahun anggaran pasca 
dilonggarkannya kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali.

3. Adanya bencana alam yang terjadi di kabupaten/kota di Jawa Tengah terutama yang 
terletak di wilayah pantai utara jawa. Hal tersebut mengakibatkan juga kegiatan-
kegiatan yang ada di wilayah terdampak bencana harus ditunda pelaksanaannya. 

4.Adanya kebijakan dari Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa terkait susunan 
Kelompok Kerja Pemilihan yang mewajibkan personel Fungsional Pengelola Pengadaan 
Barang dan Jasa minimal 2 (orang) per paket pada masing-masing satker. Balai 
Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah saat ini tidak memiliki formasi fungsional 
tersebut sehingga harus meminjam ke satuan kerja lain yang memiliki SDM fungsional 
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dan permasalahan dapat ditangani yaitu :

1.	 Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan ketercapaian 
kinerja dan anggaran;

2.	 Pelaksanaan kegiatan yang responsif dan adaptif terhadap kondisi pandemi Covid-19, 
yaitu :

3.	 Pembentukan Satgas Covid internal Balai Pelestarian Cagar Budaya   Provinsi Jawa 
Tengah;
a) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Satgas Covid daerah setempat 

terkait status pelaksanaan kegiatan pada masa PPKM darurat;
b) Turut berperan aktif untuk koordinasi dengan satgas dan dinas kesehatan setempat 

terkait program vaksinasi untuk pegawai;
c) Melaksanakan upaya 3T (tracing, testing, dan treatment);
d) Penjadwalan dan pengelolaan mobilisasi SDM secara WFO dan WFH yang efektif 

dan efisien sesuai aturan yang berlaku;
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e) Pemanfaatan media digital untuk pelaksanaan beberapa kegiatan internal kantor 
dan pelayanan kepada penerima manfaat dari semula tatap muka menjadi daring

f) Melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan
4. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Satker lain terkait peminjaman personel 

fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa untuk bergabung dalam tim Kelompok 
Kerja Pemilihan Balai Pelestarian Cagar Budaya  Provinsi Jawa Tengah

5. Mempertahankan kesinambungan internalisasi dan apresiasi masyarakat terhadap cagar 
budaya, nilai penting, dan pelestariannya dengan metode penyebarluasan informasi 
secara daring melalui media sosial dan memantau respon yang diperoleh.

CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN MELALUI KEMITRAAN 
DAN FASILITASI CAGAR BUDAYA

1.	 Lokus pada rincian output cagar budaya yang dilestarikan
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3. Aspek pelestarian cagar budaya yang dilestarikan

4. Lingkup dampak melalui kemitraan 

2. Kelompok lembaga mitra cagar budaya yang dilestarikan
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CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN MELALUI PELAPORAN 
TEMUAN CAGAR BUDAYA

1.	 Lokus
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2. Jenis temuan dan jumlah cagar budaya yang dilestarikan
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Dokumentasi kegiatan peninjauan temuan cagar budaya

•	 Cagar budaya di Wonogiri

3. Tindak lanjut hasil temuan
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•	 Terowongan Trucuk

•	 Tawangmangu

•	 Luweng, Bayat •	 Danguran, Nologaten

•	 Gaden, Trucuk
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JUMLAH PEMPROV/KOTA/KAB YANG MEMILIKI TIM AHLI 
CAGAR BUDAYA (TACB)

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB), Tim Ahli 
Cagar Budaya (TACB) adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang 
memiliki sertifikat kompetensi yang bertugas untuk memberikan rekomendasi penetapan, 
pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. TACB ada di tingkat nasional, tingkat provinsi 
dan tingkat kabupaten/kota. TACB diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri (tingkat nasional), Gubernur (tingkat provinsi), Bupati atau Wali Kota (tingkat 
kabupaten/kota). Tim Ahli Cagar Budaya untuk tingkat Nasional jumlahnya antara 9 hingga 15 
orang, untuk tingkat provinsi jumlahnya antara 7 hingga 9 orang dan untuk tingkat kabupaten/
kota jumlahnya antara 5 hingga 7 orang.
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Untuk merealisasikan sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan 
Ditjen Kebudayaan dapat diperoleh dengan peningkatan indikator rata-rata predikat SAKIP 
satuan kerja dan rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L. Pada tahun 2021 
tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dapat diwujudkan dengan baik 
dengan perolehan Predikat SAKIP A dan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL tahun 
anggaran 2021 sebesar 97,12% dengan mengacu pada aplikasi spasikita-Biro Perencanaan 
Kemdikbudristek dan aplikasi SMART-Kemenkeu, yang terdiri dari nilai EKA (evaluasi kinerja 
anggaran) dan IKPA (indikator kinerja pelaksanaan anggaran). 

IKK 2.1. Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB 
Sesuai evaluasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan bersama Inspektorat Jenderal 
Kemendikbudristek, implementasi SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah 
tahun 2021 berhasil memperoleh predikat A.
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Tren capaian nilai SAKIP dengan rata-rata kenaikan per tahun

Hasil evaluasi SAKIP Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja Balai Pelestarian 
Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah masuk kategori A dengan nilai 83.72 dengan interpretasi 
: Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel, dengan rincian 
nilai sebagai berikut :

Manfaat/outcome Indikator Kinerja Kegiatan Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB, yaitu :
1.	 Dapat mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi hasil.
2.	 Satker dapat diusulkan untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari 

Korupsi (ZI-WBK) di lingkungan Ditjen Kebudayaan.



40 BPCB  Prov. Jawa Tengah

3.	 Meningkatkan tata kelola Balai Pelestarian Cagar BudayaProvinsi Jawa Tengah.

Upaya untuk mendukung tingkat capaian indikator kinerja kegiatan selama tahun 2021 
antara lain:
1.	 Keterlibatan pimpinan secara aktif pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan SAKIP 

antara lain Penyusunan PK Kepala, Penyusunan PK Individu (SKP), Penyusunan dan reviu 
Renstra Tahun 2020–2024, rapat evaluasi program/ kegiatan secara berkala (per bulan) 
selama tahun 2021, Rapat pengisian LHE Mandiri SAKIP tahun 2021 serta kegiatan lain 
yang menunjang akuntabilitas Balai Pelestarian Cagar BudayaProvinsi Jawa Tengah;

2.	 Pengoptimalan pencapaian target kinerja, yaitu dengan melibatkan seluruh sumber daya 
yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung 
tingkat pencapaian target kinerja;

3.	 Beberapa SDM dari tim SAKIP sudah mendapatkan diklat SAKIP yang dilaksanakan oleh 
Pusdiklat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

4.	 Tim SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah terus mengikuti instruksi 
dari Biro Perencanaan Setjen dan Setditjenbud dalam melengkapi dokumen-dokumen 
SAKIP diantaranya Renstra, Perjanjian Kinerja, RKT, Indikator Kinerja Individu (SKP Pegawai), 
SOP, dan dokumen lainnya serta melengkapi data pada aplikasi spasikita, ESR Menpan, 
dan aplikasi lain terkait SAKIP;

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target 
antara lain:
1.	 Satker belum menerima penghargaan baik dari internal Kemendikbudristek maupun 

eksternal terkait kinerja;
2.	 Pemberian reward secara sistematis hanya diberikan terbatas kepada pegawai Non PNS;
3.	 Terbitnya peraturan terbaru tentang penyusunan Indikator Kinerja Individu (SKP Pegawai) 

berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan 
PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Kemendikbudristek. Penyusunan SKP pegawai berdasarkan PP tersebut 
masih manual karena aplikasi belum tersedia, selain itu sosialisasi dari Biro SDM belum 
maksimal.

Strategi yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan capaian target indikator kinerja 
adalah sebagai berikut: 

1.	 Dokumen Renstra yang disusun harus selaras dengan Renstra Kementerian dan Renstra 
Eselon 1, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 tahun serta 
memonitoring pencapaian target Renstra periode tahun 2020-2024 secara berkala;

2.	 Kegiatan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 
kegiatan secara internal dilakukan rutin setiap bulan, triwulan, dan semester;

3.	 Melakukan sosialisasi, pendampingan dan penyusunan Indikator Kinerja Individu (SKP 
Pegawai) terbaru berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai 
Negeri Sipil dan PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja 
Pegawai Negeri Sipil kepada seluruh pegawai Balai Pelestarian Cagar BudayaProvinsi Jawa 
Tengah;
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4.	 Pengembangan layanan dengan membuat inovasi untuk meningkatkan capaian kinerja 
satuan kerja, contohnya layanan pada aplikasi bpcbjateng.id;

5.	 Melibatkan tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi 
Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan pada bagian keuangan, kepegawaian, BMN, 
dan pemantauan program dan kegiatan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja 
Balai Pelestarian Cagar BudayaProvinsi Jawa Tengah.

IKK 2.2. Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94

Tren capaian nilai kinerja anggaran (NKA) per tahun
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Nilai Kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2021 sebesar 97,12 . Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan penggabungan 
dari nilai SMART/EKA dengan bobot 60% dan nilai IKPA dengan bobot 40%. 

Hingga akhir bulan Desember Tahun 2021, nilai EKA Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi 
Jawa Tengah telah mencapai 97,30 Capaian EKA didapatkan dari pengukuran masing-masing 
indikator yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Nilai EKA 
BPCB Provinsi 
Jawa Tengah 
menunjukkan 
kenaikan setiap 
tahunnya. Nilai IKPA 
terendah tahun 2019 
mencapai 92,92 dan 
tertinggi tahun 2021 
mencapai 97,30

Sumber : Aplikasi Spasikita Kemdikbudristek

Tren Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)
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Sedangkan nilai IKPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 
96,86. Capaian IKPA didapatkan dari pengukuran masing-masing indikator yang dijelaskan 
sebagai berikut. 

Tren Capaian Nilai Indikator Kinerja Penilaian Anggaran (IKPA)
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Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator 
kinerja antara lain:

1.	 Dampak dari kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali menyebabkan delay pelaksanaan 
kegiatan sehingga terjadi deviasi yang antara rencana dengan realisasi pada halaman 
III Dipa dan penumpukan realisasi capaian output pada akhir triwulan IV.

2.	 Adanya 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena target penerimaan 
PNBP tidak tercapai, sehingga penyerapan anggaran kurang optimal.

Strategi yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan capaian target indikator kinerja adalah 
sebagai berikut: 
1.	 Proses usulan revisi halaman III Dipa tahun 2021 dilakukan sesuai jadwal yang sudah  

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
2.	 Pelaksanaan perencanaan, pelaporan dan evaluasi Balai Pelestarian Cagar Budaya  Provinsi 

Jawa Tengah selalu berkoordinasi dengan Setditjen Kebudayaan, khusus yang menangani 
monitoring dan evaluasi dan juga adanya fasilitas yang disediakan oleh bagian monitoring 
dan evaluasi Setditjen Kebudayaan untuk selalu dapat berkomunikasi baik itu melalui grup 
pada aplikasi Whatsapp, pertemuan secara tatap muka, maupun secara daring melalui 
zoom meeting.

3.	 Pimpinan melakukan rapat secara rutin (bulanan/triwulan/semester) untuk memantau 
tingkat serapan anggaran, capaian kinerja Satker dan memberikan informasi terbaru terkait 
nilai kinerja anggaran.

4.	 Penguatan peran, tanggung jawab, dan komitmen pada masing-masing petugas yang 
terkait nilai kinerja anggaran. 
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RINCIAN OUTPUT PENUNJANG
Selain 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang telah dimasukkan dalam perjanjian kinerja Kepala 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dengan Direktur Jenderal Kebudayaan, 
terdapat beberapa kegiatan penunjang pada rincian output sebagai berikut :
1.	 Masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya;
2.	 Naskah pelestarian cagar budaya;

Hasil pencapaian kegiatan selain yang tertuang dalam perjanjian kinerja 2021 yang sudah 
dilaksanakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021 :

Masyarakat Yang Mengapresiasi Cagar Budaya
Hasil pencapaian kegiatan tahun 2021, sebagai berikut :
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Pandemi Covid-19 merubah kebijakan perencanaan dan penganggaran Balai Pelestarian Cagar 
Budaya Provinsi Jawa Tengah dengan beberapa penyesuaian sebagai bagian dari adaptasi 
kebiasaan baru pada masa pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19, masyarakat yang 
mengapresiasi cagar budaya secara langsung ke lokasi cagar budaya menurun, dengan 
dibuktikan dengan menurunnya tingkat kunjungan. Kegiatan tahun 2021 untuk rincian output 
masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya mayoritas bentuk kegiatannya berorientasi 
daring. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat 
terhadap cagar budaya dengan cara membawa cagar budaya ke masyarakat melalui pembuatan 
konten virtual. Dampak positif dari kegiatan tersebut yaitu masyarakat yang mengapresiasi 
cagar budaya semakin banyak dan hasilnya lebih terukur.



48 BPCB  Prov. Jawa Tengah

•	 Film konten cagar budaya

•	 Film konten cagar budaya •	 Film youtube Jalur Rempah

•	 Finalis orasi generasi emas
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Naskah Pelestarian Cagar Budaya
Hasil pencapaian kegiatan tahun 2021, sebagai berikut :

•	 pemutakhiran data CB 
bergerak batang

•	 inventarisasi CB 
tak bergerak kota 
semarang tahap 2
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INOVASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

1. Perijinan Pemanfaatan Cagar Budaya Secara Online
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu instansi yang 
menyelenggarakan pelayanan publik. Salah satu layanan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi 
Jawa Tengah adalah layanan pemanfaatan cagar budaya untuk berbagai kepentingan antara 
lain untuk kepentingan agama, kepentingan pendidikan, kepentingan ilmu pengetahuan, 
kepentingan sosial, kepentingan kebudayaan dan kepentingan pariwisata. Sebelumnya, 
Sebelumnya, masyarakat dimanapun domisilinya yang ingin memanfaatkan cagar budaya 
di Jawa Tengah harus mengajukan surat permohonan layanan pemanfaatan secara fisik dan 
harus datang ke kantor Balai Pelestarian Cagar BudayaProvinsi Jawa Tengah. Prosedur layanan 
seperti ini dinilai kurang efektif dan efisien. Kemudian Balai Pelestarian Cagar BudayaProvinsi 
meluncurkan sebuah inovasi layanan berupa layanan pemanfaatan cagar budaya secara daring 
melalui aplikasi yang diunggah di laman bpcbjateng.id. Dengan aplikasi ini masyarakat yang ingin 
memanfaatkan cagar budaya di Jawa Tengah bisa langsung mengajukan layanan pemanfaatan 
di domisilinya masing-masing tanpa harus datang ke kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya 
Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat cukup mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang 
diperlukan di aplikasi. Setelah selesai mengisi, masyarakat hanya cukup menunggu formulir 
balasan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah didomisilinya masing-masing. 
Inovasi ini dapat mempersingkat waktu secara signifikan dan menghemat biaya perjalanan 
masyarakat. Setelah menerima formulir balasan, masyarakat dapat mencetak dan menunjukkan 
ke petugas di lapangan.

Manfaat dari output naskah pelestarian cagar budaya selain dari meningkatnya produk hukum 
berupa peraturan daerah tentang cagar budaya yaitu dalam aspek-aspek sebagai berikut :
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2. SILARON (Sistem Pelaporan Online) Pegawai PPNPN
Sistem pelaporan kinerja secara online merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Balai 
Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah untuk seluruh pegawai PPNPN (jabatan juru 
pelihara, juru pugar, tenaga kebersihan, tenaga pengamanan/satpam, dan pengemudi). 
Tujuan pembuatan sistem tersebut akan memudahkan baik pelapor maupun organisasi dalam 
mengelola laporan kinerja dan absensi PPNPN.
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3. Optimalisasi Media (Youtube, IG, dan Website)
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Penghargaan-Penghargaan
1.	 Peringkat 3 (tiga) kategori nilai SAKIP lingkup Ditjen Kebudayaan. 
2.	 Peringkat 1 (satu) kategori nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup ditjen kebudayaan. 

B. REALISASI ANGGARAN

1. Kinerja keuangan tahun 2021
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2. Sumber dana Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah TA 2021

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan 
(SK) dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tabel di bawah ini memuat rincian 
penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.
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Selanjutnya alokasi anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 
anggaran 2021 dibagi dalam 3 (tiga) pos pengeluaran belanja, yaitu: (1) Belanja Pegawai, 
(2) Belanja Barang, dan (3) Belanja Modal. Pos pengeluaran belanja Pegawai yaitu pos yang 
dikhususkan untuk Belanja Pegawai, seperti gaji dan tunjangan. Pos pengeluaran Belanja 
Barang meliputi belanja operasional, non operasional, jasa, perjalanan dinas. Pos pengeluaran 
Belanja Modal meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap dan 
pengadaan tanah bersejarah. 

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2021 (sumber : molk.kemdikbud.go.id) 
adalah sebagai berikut :

Grafik realisasi anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan 
aplikasi SimKeu Kemendikbudristek tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
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Secara persentase, realisasi belanja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah yang 
sebesar 90,06%. Hal ini disebabkan karena : 
1.	 Adanya pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan pemugaran/konstruksi/

pengumpulan data dilapangan tidak dapat terserap secara optimal;
2.	 Penyerapan anggaran perjalanan dinas tidak optimal karena pada masa pandemi Covid-19 

kegiatan rapat dilakukan secara daring;
3.	 Target penerimaan PNBP tidak tercapai akibat pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan 

kegiatan yang bersumber dari dana PNBP tidak dapat berjalan/terealisasi;
4.	 Adanya sisa anggaran dari kegiatan kontraktual pengadaan barang dan jasa sumber PNBP;

3. Efisiensi anggaran
Pada tahun 2021, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah berhasil melakukan 
pemotongan/efisiensi anggaran sebesar Rp 1.711.209.000,- (satu milyar tujuh ratus sebelas 
juta dua ratus sembilan ribu rupiah). Hasil efisiensi tersebut berasal dari eliminasi beberapa 
kegiatan, optimalisasi belanja perjalanan dinas, sisa kontraktual, dan pengurangan belanja gaji 
pegawai. Sedangkan anggaran hasil efisiensi digunakan untuk kegiatan terkait penanganan 
pandemi Covid-19, pengadaan barang inventaris, penanganan longsor di Kawasan Candi 
Gedongsongo dan kekurangan belanja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 merupakan 
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja tahun 2021. Laporan ini menyajikan 
capaian kinerja atas program yang dilaksanakan yang mencakup tingkat capaian 3 (tiga) 
indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2021. Berikut 
tingkat capaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

1. Capaian Indikator Kinerja

2. Capaian Kinerja Keuangan
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Sehubungan tentang capaian kinerja tahun 2021, beberapa kendala dan permasalahan yang 
dihadapi dalam pencapaian kinerja serta rekomendasi yang diusulkan untuk dilaksanakan 
pada tahun 2022 agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien, antara lain :

 
B. KENDALA YANG DIHADAPI

1.	 Apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya turun dengan indikasi kunjungan masyarakat 
ke lokasi cagar budaya menurun dan berdampak tidak tercapainya target pendapatan 
PNBP, sehingga beberapa kegiatan yang bersumber dari PNBP juga terhambat dan tidak 
terlaksana; 

2.	 Adanya pandemi Covid-19 berdampak langsung pada instansi BPCB Provinsi Jawa Tengah, 
antara lain : 
a) Banyak SDM yang terinfeksi Covid-19, sehingga pegawai yang memiliki kontak erat 

harus melakukan isolasi mandiri/karantina selama 14 (empat belas) hari, sehingga 
pekerjaan yang diampu oleh sdm tersebut belum dapat dilaksanakan secara tepat 
waktu.

b) Seiring meledaknya kasus Covid-19 varian Delta, Pemerintah menerapkan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali. Kebijakan tersebut 
berimbas pada kegiatan kantor terutama yang berkaitan dengan perjalanan dinas luar 
kota yang terpaksa harus ditunda pelaksanaannya sampai daerah-daerah tersebut 
dinyatakan aman.

c) Mayoritas pelaksanaan kegiatan menumpuk diakhir tahun anggaran pasca 
dilonggarkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
darurat Jawa-Bali.

3.	 Adanya kebijakan dari Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa terkait susunan 
Kelompok Kerja Pemilihan yang mewajibkan personel Fungsional Pengelola Pengadaan 
Barang dan Jasa minimal 2 (orang) per paket pada masing-masing Satker. Balai Pelestarian 
Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah saat ini tidak memiliki formasi fungsional tersebut 
sehingga harus meminjam ke satuan kerja lain yang memiliki SDM fungsional Pengelola 
Pengadaan Barang dan Jasa.

4.	 Terbitnya peraturan terbaru tentang penyusunan Indikator Kinerja Individu (SKP Pegawai) 
berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan 
PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Kemendikbudristek. Penyusunan SKP pegawai berdasarkan PP tersebut 
masih manual karena aplikasi belum tersedia, selain itu sosialisasi dari Biro SDM belum 
maksimal.
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C. REKOMENDASI 

1.	 Pemanfaatan media digital untuk memberikan layanan kepada penerima manfaat untuk 
meningkatkan apresiasi masyarakat ketika masyarakat tidak dapat berkunjung secara 
langsung ke lokasi cagar budaya;

2.	 Pelaksanaan kegiatan yang responsif dan seadaptif mungkin terhadap kondisi pandemi 
Covid-19, yaitu :
a.	 Pembentukan Satgas Covid internal Balai Pelestarian Cagar BudayaProvinsi Jawa 

Tengah;
b.	 Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Satgas Covid daerah setempat terkait 

status pelaksanaan kegiatan pada masa PPKM darurat;
c.	 Turut berperan aktif untuk koordinasi dengan satgas dan dinas kesehatan setempat 

terkait program vaksinasi untuk pegawai;
d.	 melaksanakan upaya 3T (tracing, testing, dan treatment);
e.	 Penjadwalan dan pengelolaan mobilisasi SDM secara WFO dan WFH yang efektif dan 

efisien sesuai aturan yang berlaku;
f.	 Pemanfaatan media digital untuk pelaksanaan beberapa kegiatan internal kantor dan 

pelayanan kepada penerima manfaat dari semula tatap muka menjadi daring
	 g.   Melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan.
3.  Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan satker lain terkait peminjaman personel 

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa untuk bergabung dalam tim Kelompok 
Kerja Pemilihan BPCB Provinsi Jawa Tengah.

4.	 Melakukan sosialisasi, pendampingan dan penyusunan Indikator Kinerja Individu (SKP 
Pegawai) terbaru berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai 
Negeri Sipil dan PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja 
Pegawai Negeri Sipil kepada seluruh pegawai Balai Pelestarian Cagar BudayaProvinsi Jawa 
Tengah;

5.	 Melaksanakan arahan dari Sekretariat Jenderal kementerian pendidikan, kebudayaan, 
riset, dan teknologi terkait langkah-langkah strategis pelaksanaan program, kegiatan dan 
anggaran tahun 2022.
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LAMPIRAN

Tahun 2020-2024

7.	 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan 

Tahun 2021

8.	 Surat Pernyataan Telah Direviu 

9.	 Surat Pernyataan Unggah Dokumen Laporan Kinerja Tahun 

2021

10.	 Dokumen Pendukung Lainnya

1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2021 Awal

2. Dokumen Perjanjian Kinerja 2021 Akhir

3. Dokumen Pengukuran Kinerja 2021

4. Dokumen Instrumen Pengukuran Data Kinerja 2021 Triwulan

5. Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan

6. Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra BPCB Prov Jateng 
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5. Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
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DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

1. Notulen Rapat Evaluasi akhir tahun 2021

( https://bit.ly/NOTULEN-EVALUASI-AKHIR-TAHUN-2021 )

2. Bukti reviu atas LAKIP 2021

( https://bit.ly/BUKTI-REVIU-LAKIN-2021 )
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